
BT'PATI MANGGARAI TIMT'R
PROVINSI NUSA TEN(X}ARA TIMT'R

PERATURAI{ DAERAII I(ABT'PATEN MAITTGGARAI TIMTIR
NOMOR 2 TAIIUN 2018

TTNTANG
PENGELOLAAI{ BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TT'HAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR'

Menimbang : a. bahwa barang milik Daerah sebagai salah satu unsur

pentingdalampenyelenggaraan.Pemerintahandan
pembangunan Daerah, perlu dikelola secara tertib agar

dapatdimanfaatkanSecaraoptimaldalamrangka
mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2oll tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

undang-undang Nomor 36 Tahun 2oo7 tentang

Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo7 Nomor LO2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a752);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tasrtbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang
n^^-^1^ /T ^*L.^raa l\Tacaro Penrrlrlik I9

c.

Mengingat : 1.

2.

2OL4 tentang



Indonesi.a Ta:u:i 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang

pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2ol4 tentang

penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan

perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2ol4Nomor3o5,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5610);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor 5a7l;

Dengaa Persetrliuan Bersama

DEwl\N PERWAIilLAN RAKYAT DATRAII I{ABTIPATEN MANGGARAI TIMT'R
dan

BTIPATI MAITGGARAI TIMI'R

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : pERATTIRAII DATRAH TENTANG PENcEroLl\AIt BARAilc
MILIK DAERAII.

BAB I
KBTENTUAIT T'MUIII

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur'

2. pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai

Timur.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur'

4. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten

Manggarai Timur.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Manggarai Timur.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat . Daerah Lingkup

Pemerintah Kabupaten Manggarai Tirnur; y'

5.

6.



7. Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya

yang sah.

g. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pengallggaran,

pengadaan, penggunaan' pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan'

penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian.

1O. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah adalah

Pejabat berwenang dan bertanggungiawab menetapkan

ketetapan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berrfenang dan

bertanggungiawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta

melakukcm pengelolaan Barang Milik Daerah'

12. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat

Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik

Daerah selaku pejabat pengelola keuangar Daerah yang

selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang

bertanggungi awab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan

Barang Milik Daerah yang ada pada satuan kerja perangkat

Daerah.

13. Pengguna Barang adatah Pejabat pemegang kewenangan

Pengguna Barang Milik Daerah.

14. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah atau

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk

menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya

dengan sebaik-baiknYa.

15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada

Pengguna Barang.

L6. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut

Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau jabatan fungsional

umum yang diserahi fugas mengurus barang. l&



17. Pengums Ba-r-ar,g Pengeiola adalalr Pejabat yang diserahi tugas

menerima, mentrimpan, mengeluarkan dan menatausahakan

Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum

yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,

menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang

yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis

penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang

yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis

penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

21. Pengurus Barang Pembantu adalah Pejabat yang diserahi tugas

menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan

mempertanggungiawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa

Pengguna Barang.

22.Penilar adalah pihak yang melakukan penilaian secara

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu

opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik
Daerah pada saat tertentu.

24. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai

Pemerintah Daera.l..

25. Perencanaa.n Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian
kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan

pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang

berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan

kebutuhan yang akan datang.

26. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya

disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan

Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna

Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik
Daerah ]'ang sesuai dengan hrgas dan fungsi Perangkat Daerah

]'ang bersangkutan.

28. Pernanfaatan adaiah pendayaguna€ur Barang Milik Daerah yang

tida*k Cgi:nakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pe:a::ekat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah



29. Sewa adalah pe=a-ruaaran Barang Milik Daerah oleh pihak lain
dalam jangka *-akru tertentu dengan menerima imbaran uang
runai.

30. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertenhr tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir

diserahkan kembali kepada Bupati.

31. Ke{asarna pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik
Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam

rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan
pajak/pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

32. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah

berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka wal<tu

tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan

kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut
fasiltasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

33. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah

berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah

selesai pembanguna.nnya diserahkan untuk didayagunakan

oleh pifoak lain tersebut dalam jangka vraktu tertentu yang

disepakati.

34. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat
KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha
untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan

ketentuan pemndang-undangan.

35. Penanggung Jawab Proyek Kedasama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga /Kepala
Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik
Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

36.Pemindahtanganan adalah pengatihan kepemilikan Barang
MiIk Daerah

37. Pen-iualan ada-lah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
ke:aCa oihak lain denoan menerirrlA r.renooantian r{alarn }ranrhr'lr



3S.TukarMenukarBrangMitikDaerah/tukafguttngadalan
pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan

antara pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar

PemerintahDaerah,atauantaraPemerintatrDaerahdengan
pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk

barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang'

39.Hibahadalahpengalihankepemilikanbarangdaripemerintah
Daerah kepada pemerintah pusat' antar pemerintah Daerah'

atau dari pemerintah Daerah kepada pihak lain' tanpa

memPeroleh Penggantian'

40.PenyertaanModalPemerintahDaerahadalahpengalihan
kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang

dipisahkanuntukdiperhitungkansebagaimodal/saham
DaerahpadaBadanUsahaMilikNegara/Daerahataubadan
hukum lainnya yang dimiliki negara'

4l.Pemusnatranadalahtindakanmemusnakanlisikdan/atau
kegunaan Barang Milik Daerah'

42.Pengh,apusan adalah tindakan menghapus Barang Milik

Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan

pengguna dan/atau lmasa pengguna dan/atau pengelola dari

tanggungjawabadministrasidanfisikatasbarangyangberada

dalam Pcnguasaannya'

43.Penatausahaanadalahrangkaiankegiatanyangmeliputi
pembukuan,inventarisasi'danpelaporanBarangMilikDaerah

sesuaid'enganketentuanPeraturanPerundang.undangan.

44.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melalnrkan pendataan'

pencatatan,danpelaporanhasilpendataanBarangMilik
Daerah.

45. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan

bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah'

46.Da1tu Barang Milik Daerah adalah da-ftar yang memuat data

seluruh Barang Milik Daerah'

4l.Dafur Barang Pengguna adalah daftar

Balang Milik Daerah yang digunakan

p€ogguDa barang. d

yang memuat data

oleh masing-masing



48. Daftar Barang K-:asa Pengguna ada-lah daftar yang memuat

data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing

Kuasa Pengguna Barang.

49. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah

Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan

sarana pembinaan keluaga serta menunjang pelaksanaan tugas

pejabat dan/atau Pegawai Negeri sipil pemerintah Daerah yang

bersanglmtan.

50. Pihak lain adalah adatah pihak-pihak selain Pemerintah

Daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan

asas fungsional, kepastian hukum, transparan dan

keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan maksud :

a. menyeragamkan langkah-langkalr dan tindakan dalam

pengelolaan barang milik Daerah;

b. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis

dalam pengelolaan barang milik Daerah;

c. mengarnankan barang milik Daerah; dan

d. memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran ralqyat.

Pasal 4

Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk :

a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan pembagunan Daerah;

b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik

Daerah;

c. Mewujudkan pengelolaan barang milik Daerah yang tertib,

efektif dan efisien; dan

d. meningkatkan kemanfaatan Pengelolaan barang milik Daerah

untuk meningkatkan penaenuhan kebutuhan pelayanan

kepada masyarakat secara opti:ra,. tf



BAB III
BARANG MILTK DAERATI

Pasal 5

I 1l Barang Milik Daerah meliputi :

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi :

a, barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang

sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

perjanjian/kontrak;

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan ; atau

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadiian

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

b. pengadaan;

c. penggunaan;

d. pemanfaatan;

e. pengamanan dan pemeliharaan;

f. penilaian;

g. pemindahtanganan;

h. pemusnahan;

i. penghapusan;

j. penatausahaan; dan

k. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

PE.'ABAT PENGELOLA BARAITG MILIK DAERAII

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 5

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang

milik Daerah.

(2) Pernegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah

se':aeaunana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan



a. roenetaDla: KeouaKaII P€ngeloraEln Darang rnrrIK

Daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau

pemindahtanganan barang milik Daerah;

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan

barang milik Daerah;

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan

barang milik Daerah;

e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik

Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan

penghapusan barang milik Daerah sesuai. batas

kewenangannya;

g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik Daerah

selain tanah dan/atau bangunan; dan

h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik Daerah

dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua

Pengelola Barang

Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan

bertanggung jawab:

a. meneliti dan menyehrjui renca.na kebutuhan barang milik

Daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan

pemeliharaan/ perawatan barang milik Daerah;

c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan

barang milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;

; €. mengatur peiaksanaan pemindahtanganan barang milik

Daerah ]'ang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

f. mel.akukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi

bara:rg :n-ll.jk Daerah; dan

g. :c.elar;:-<a:: pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan

ba:'a::E -: rk Daerah. *



(21

(3)

Bagian Ketiga

Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 8

(1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi

pengelolaan barang milik Daerah selaku Pejabat

Penatausahaan Barang.

pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungiawab:

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan

persetujuan dalam pen]rusunan rencana kebutuhan

barang milik Daerah kepada Pengelola Barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan

persetujuan dalam pen5 rsunan rencana kebutuhan

pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah kepada

Pengelola Barang;

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang

atas pengajuan usul pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik Daerah yang

memerlukan perseflrjuan BuPati;

d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang

untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan, dan penghapusan barang milik Daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang

atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan

koordinasi inventarisasi barang milik Daerah;

g. melakukan pencatatan barang milik Daerah berupa

tanah danlatau bangunan yang telah diserahkan dari

Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain

kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang

milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;

h. mengamankan dan memelihara barang milik Daerah



i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan

pengendalian atas pengelolaan barang milik Daerah; dan

j. menyusun laporan barang milik Daerah'

Bagian KeemPat

Penggpna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 9

(1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang'

(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (U

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

berwenang dan bertanggung jawab

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran

barangmilikDaerahbaslPerangkatDaerahyang
dipimpinnYa;

b. mengajukan permohonan penetapan status penggu'naan

barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan

lainnya Yang sah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik

Daerah yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara barang milik Daerah

yang berada dalam Penguasaa.nnya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan

barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan

yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang

milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g. menyerahkan barang rnilik Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak

dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui

Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang

milik Daerah;

i. mela-kukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

idmr.,aay., harano rnilik T)aerah vanc, arla dalam



(1)

(2)

(3)

- aen\1lsun dan menl'ampaikan laporan barang p€ngguna

seroesteran dan laporan barang Pengguna tahunan yang

.ceradada]ampenguasaannyakepadaPengelolaBarang.

Pasal 1O

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian

kerrenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna

Barang.

Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungiawab kepada

KuasaPenggunaBarangsebagainanadimaksudpadaayat

(1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang'

Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang

yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi' dan/atau

rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya'

Bagian Kelima

PeJabat Penatausahaan Pengguna Barang

. Pasat 11

(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang.

tzl Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)ditetapkanolehBupatiatasusul
Pengguna Barang.

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat 12) yaitu pejabat yang membidangi

fungsi pengelolaan barang milik Daerah pada Pengguna

Barang.

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran

barang milik Daerah pada Pengguna Barang;

b. meneliti usulan permohonan penetapan status

penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan

perolehan lainnYa Yang sah;

c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik

Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang

dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

A mcnrnrqrrn nensaiuan usulan pemanfaatan dan



dan/ alau 3e-rlgtlrliltr -\ a'rr6 quq

DPRDdanbarangmilil(Daerahselaintanahdan/atau
bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik Daerah

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh

pihak lain;

f. menYiaPkan usulan Pemusnahan

barang milik Daerah;

g. meneliti laporan barang semesteran

dilaksanakan oleh Pengurus Barang

dan PenghaPusan

dan tahunan Yang

dan/atau Pengurus

Barang Pembantu;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang

(SPB)denganmenerbitkanSuratPerintahPenyaluran
Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang mitik Daerah

dari gudang PenYimPanan;

i.menelitidanmemverifikasiKartulnventarisRuangan
(KIR) setiap semester dan setiap tahun;

j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan

persetrrjuanatasperubahankondisifisikbarangmilik
Daerah; dan

k. rneneliti raporan mutasi barang setiap bulan yang

disampaikan oleh Pengunrs Barang Pengguna dan/atau

Pengurus Barang Pembantu'

Baglan Keenam

Pengunrs Barang Pengelola

Pasal 12

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas

usul Pejabat Penatausahaan Barang'

t2l Pengums Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan

barang miiik Daerah pada Pejabai Penatausahaan Barang'

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada

a1'at (1) berwenang dan bertanggungiawab :

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan

,L
pertimbangan persetujuan dalam pen5rusunan rencana



keburuha: 3arang milik Daerah kepada Pejabat

Penatausailaan Barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan

pertimbangan persetujuan dalam pen5rusunan rencana

kebutuhanpemeliharaan/perawatanbarangmilik
Daerah kepada Pejabat Penatausahaa:: Barang;

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan

dan pemindahtanganan barang milik Daerah yang

memerlukan Persetujuan BuPati;

d. meneliti dolmmen usulan penggunaan, pemanfaatart,

pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang'

sebagaibahanpertimbanganolehPejabatPenatausahaan

Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan'

pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang

milik Daerah;

e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik Daerah

benrpatanahdan/ataubangunanyangtelahdiserahkan

dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerahdansedangtidakdimanfaatkanpihaklain
kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

f.menyimpandokrrmenaslikepemilikanbarangmilik
Daerah;

g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan

laPoran barang milik Daerah; dan

i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang

PenggunasemesterandantahunansertaLaporanBarang

Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang

milik Daerah.

(4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara

fungsionalbertanggungiawabataspelaksanaantugasnya
kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan

Barang.

(5) Dalam hal melaksanakan tugas

Pengurus Barang Pengelola daPat

dan fungsi administrasi

dibantu oleh Pembantu

,{.i+atanlzan nleh Peiahat



(6) Pengums Ba:ang Pengelola dilarang melakukan kegiatan

perdagangan,Pekerjaanpemborongandanpenjualanjasa

atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/

pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya

dibebankan Pada APBD.

Bagian Ketujuh

Pengums Barang Pengguna

Pasal 13

.(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas

usul Pengguna Barang'

(2lPengurusBarangPenggunasebagaimanadimaksudpada
ayat (1), berwenang dan bertanggungiawab:

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan

dan penganggaran barang milik Daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status

penggunaanbararrgmilikDaera}ryangdiperolehdari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang

milik Daerah;

d.membantumengamankanbarangmilikDaerahyang
berada Pada Pengguna Barang;

e.menyiapkandokumenpengajuanusulanpemanfaatan

dan pemindahtanganan barang milik Daeratr berupa

tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuan DPRD dan barang milik Daerah selain tanah

dan/atau bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik Daerah

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak

l.ain;

g.menyiapkandokumenpengajuanusulanpemusnahan

da-:r penghapusar barang milik Daerah;

h. menl-r:sun laporan barang semesteran dan tahunan;

i, rnenliapkan surat Permintaan Barang (sPB) berdasarkan

: : --a ;e=untaan barang;

- - e: gA"-rka.n Surat Permintaan Barang (SPB) kepada



-l\. l-t1,l-Il-t\.rC.- !i - @ar5

(3)

Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita

acara penyerahan barang;

1. membuat Kartu Inveniaris Ruangan (KIR) semesteran

dan tahunan;

m. memberi label barang milik Daerah;

n. mengajukan perrnohonan persetujual kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi

fisik barang milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik

barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan

dokumen kepemilikan barang milik Daerah dan

menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen

penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan

laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang

milik Daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang

disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna

Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang.

pengums Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada

ayat, (21 secara administratif bertanggungiawab kepada

Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungiawab

atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang

melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi

Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu

Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna

Barang.

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa

atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/

pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya

d-ibeba:rkan pada APBD. il-

(4)

(s)



Bagis! KedelePaa

Pesgurus Barang Pembantu

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul

Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang'

(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana

dimaksud pada ayat i1) dilakukan berdasarkan

pertimbanganjumlahbarangyangdikelola,bebankerja,
lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan

' pertimbangan objektif lainnYa'

(3) Pengums Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang dan bertanggungiawab:

a. merryiapkan dolanmen rencana kebuhrhan dan

Penganggaran barang milik Daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status

penggunaan barang milik Daerah yang diperoleh dari

beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang

milik Daerah;

d. membantu mengamankan barang milik Daerah yang

berada Pada Kuasa Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengqjuan usulan pemanfaatan

danpemindahtangananbarangmilikDaera]rberupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuanDPRDdanbarangmilikDaerahselaintanah

dan/atau bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik Daerah

benrpatanahdan/ataubangunanyangtidakdigunakan
untuk kepentingan penyelen Waraarr tugas dan fungsi

KuasaPenggunaBarangdansedangtidakdimanfaatkan

Pihak lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan

dan penghapusan barang milik Daerah;

h.menyusunlaporanbarangsemesterandantahunan;

i.menviapkanSuratPermintaanBarang(SPB)berdasarkan

noa Permintaan barang;

i nengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada

Danamrna Elaratl t' hl



k. menyerahkan barang 'berdasarkan Surat Perintah

PenyaluranBarang(SPPB)yangdihrangkandalamberita

acara penYerahan barang;

1. membuat Karhr Inventaris Ruangan (KIR) semesteran

dan tahunan;

m. memberi label barang milik Daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa

PenggunaBarangatasperubahankondisifisikbarang
milik Daerah pengecekan fisik barang;

o. melalnrkan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen , arrtara lain: fotokopi/salinan

dolnrmenkepemilikanbarangmilikDaerahdan
menylmpan

penatausahaan;

asli I folokoPi / salinan dokumen

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan

laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan

barang milik Daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang

disampaikanpadaPenggunaBarangmelaluiKuasa
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat

PenatausahaanPenggunaBarangdanPengurusBarang

Pengguna.

(4)PengunrsBarangPembantubaiksecaralangsungmaupun

tidaklangsungdilarangmelakukankegiatanperdagangan,
pekerjaanpemborongandanpenjualanjasaataubertindak

sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan

tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD'

BAB V

PERENCAITAAN I{EBUTUIIAN BARAilG MILIK DAERAH

Pasal 15

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah disusun

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik

Daerah -vang ada.

(2\ Perenc-anaan kebutuhan barang milik Daerah sebagaimana



b. perencanaan pemeliharaa-n barang milik Daerah;

c. perencanaan pemanfaatan barang milik Daerah;

d. perencanaan pemindahtanganan barang milik Daerah;

dan

e. perencanaan penghapusan barang milik Daerah'

(3)PerencanaanKebutuhansebagaimanadimaksudpadaayat
(U merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah

dalam pengusulan penyediaan arlggaran untrrk kebutuhan

baru {neu initiatiue) dan angka dasar (baselinel serta

penyusunan rencana kerja dan anggaran'

(4)PerencanaankebutuhanbarangmilikDaerahsebagaimana
dimaksud pada ayat (1)' kecuali untuk penghapusan'

berPedoman Pada :

a. standar barang;

b. standar kebutuhan; dan/atau

c. standar harga'

(5) Ketentuan mengenai standar barang' standar kebuhrhan

dan/ataustandarhargasebagaimanadimaksudpadaayat
(4) ditetaPkan oleh BuPati'

Pasal 16

(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang

diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di

lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya'

(21 Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD

sebagaimana dimaksud patla ayat (1) kepada Pengelola

Baranguntukmelakukanpenelaahandengan
memperhatikan data barang pada pengguna barang

dan/ atau Pengelola barang'

Pasal 17

Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapelaksanaan
perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik

Daerah diatur dengan Peraturan Bupati'

BAB VI

PEt{GADAAil

Pasal 18

(1)Pe:ga:aanbarangmilikDaerahdilaksanakanberdasarkan
o'aqlp1 efelrtif transoaran dan terbuka, bersaing'



(2) pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah d'ilakukan

sesuai dengan ketentuan peratrrran perundang-undangan.

BAB VII
PENGGUT{AAN

Pasal 19

Bupati menetapkan status penggunaan barang milik

Daerah.

Bupati dapat mendelegasikan penetapan status

penggunaan atas barang milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan

dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang'

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

antara lain adalah barang milik Daerah yang tidak

mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh BuPati.

(1)

(2t

(3)

(4)

(5) Penetapan status penggunaan barang milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 2O

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a. barang Persediaan;

b. Konstruksi Dalam Pengedaan (KDP);

c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk

dihibahkan; dan

d. Aset TetaP Renovasi (ATR).

Pasal 21

(1) Penetapan status penggunaan barang milik Daerah berupa

tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi

PenggunaBarangdan/atauKuasaPenggunaBarangyang

bersangln-ltan.

(z Fen4zura Barang wajib menyerahkan barang milik Daerah

ber;:e. :a_nah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud

pe:a ai-a: L vang tidak digunakan dalam penyelenggaraan

:*eas :a: :.:ngsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui



(4)

ayat (2], apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) telah direncanakan untuk

digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu

yang ditetapkan oleh BuPati.

Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak

digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2l''

Dalam hal barang milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak

diserahkan kepada Bupati, Pengguna Barang dikenakan

sanksi berupa pembekuan dana. pemeliharaan atas barang

milik Daerah berkenaan.

Pasal 22

Bupati menetapkan barang milik Daerah yang harus

diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan

untuk kepentingan penyelenggaraall tugas dan fungsi

Pengguna Barang dan/atau lmasa Pengguna Barang dan

tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Bupati memperhatikan:

a. standar kebutuhan barang mitik Daerah untuk

menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi

Pengguna Barang;

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan;

dan/atau

c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber

lain.

sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c

antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang atau

Bupati dan laporan dari masyarakat.

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetaPan status Penggunaan;

b. pemanfaatan; atau

c. oemindahtansan *r. lL

(s)

(1)

{21

(3)

(4)



Pesat 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai t,ltz, cara pelaksanaan

penggunaan barang milik Daerah diatur lebih lanjut dengan

Peraturan BuPati

BAB VIII
PTMANFAATAI{
Bagran Kesatu

Kriteria Pemanfaatan
Pasal 24

(1) Pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan oleh:

a.PengelolaBarangdenganpersetujuanBupati,untuk
barangmilikDaerahyangberadadalampenguhsaan
Pengelola Barang; dan

b.PenggunaBarangdenganpersetujuanPengelolaBarang,

unhrkbarangmilikDaerahberupasebagiantanah
dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh

PenggunaBarang,danselaintanahdan/ataubangunan.

(2lPemanfaatanbarangmilikDaerahdilaksanakan
berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan

kepentingan Daerah dan kepentingarl umum'

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 25

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:

a. Sewa;

b. Pinjam Pakai;

c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);

d.BangunGunaSerah(BGS)atauBangunSerahGuna
(BSG); dan

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)'

Bagian Ketlga

Sewa

Pasal 26

(1) Ses-a bara:rg mjlik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2-; :':::: a Ci]aksanakan terhadap :

a. ba:a:-: :-"''{ Daerah berupa taxah dan/atau bangunan



(21

(3)

(1)

yang masrh digunakan oleh Pengguna Barang ;atau

c. barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Sewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang

setelah mendapat persetujuan Bupati.

Sewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna

Barang setelah mendapat persetrrjuan dari Pengelola

Barang.

Pasal 27

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 dapat disewakan kepada pihak lain.

(21 Jangka waktu sewa barang milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan

dapat diperPanjang.

(3) Jangka waktu sewa barang milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan

dapat diperpanjang untuk:

a. kerja sama infrastruktur;

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan

waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(4) Formula tarif/besaran sewa barang milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berupa

tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran sewa atas barang milik Daerah untuk KSPI

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a atau untuk

kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan

waktu sewa lebih dari 5 (lima) tatrun sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan

nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.

(6) Formula tarif/besararl sewa barang milik Daerah selain

tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan

ber-oedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik

Daerah.

ff) Sesr-a bara:re rnilik Daerah sebagaimana dimaksud dalam



dasar pedanjian;

para pihak yang terikat dalam perjanjian;

jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan

jangka waktu;

d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk

periodesitas sewa;

e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

f. pemntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan

usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;

g. hak dan kewajiban para pihak; dan

h. hal lain yang dianggap perlu.

(8) Hasil sewa barang milik Daerah merupakan penerimaarl

Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas

Umum Daerah.

(9) Penyetoran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

merrrpakan penerimaan Daerah dan selumhnya wajib

disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah secara tunai

paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya

perjanjian sewa.

(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimal<sud pada

ayat (9), penyetoran uang sewa barang milik Daerah unruk

KSPI dapat ditakukan secara bertahap dengan persetujuan

Pengelola Barang.

Baglaa Keempat

Ptqfam Pakat

Pasal 28

(1) Pinjam pakai barang milik Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah

dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

(21 Jangka walrlu pinjam pakai barang milik Daerah paling

lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (sattr) kali.

(3) Pinjam pakai barang milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang

sekurang- kurangnya memuat :

a. para pihak l'ang terikat dalam perjanjian;

a.

b.

c.



c.tanggungiawabpeminjamatasbiayaoperasionaldan
pemeliharaan selama j angka wal<flr peminj aman ;

d. hak dan kewajiban Para Pihak; dan

e. peruntukan Pinjam Pakai'

Bagian Kelima

Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 29

Kerja sama Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan pihak lain

dilaksanakan dalam rangka:

mengoptimatkan daya guna dan hasil guna barang milik

Daerah; dan/atau

meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah'

Pasal 3O

(1)KerjaSamaPemanfaatansebagaimanadimaksuddalam
Pasal 29 dilaksanakan terhadaP :

a.barangmilikDaerahbenrpatanahdan/ataubangunan
yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada

BuPati;

a.

b.

(3)

b. barang milik Daerah

bangunan Yang masih

berupa sebagian tanah dan/atau

digunakan oleh Pengguna Barang;

(21

atau

c.barangmilikDaerahselaintanahdan/ataubangunan.
Kerja Sama Pemanfaatan atas barang milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan

oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari

Bupati.

Keda Sama Pemanfaatan atas barang milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c

dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat

persetujuan dari Pengelola Barang'

Pasal 31

Kerja sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal30a1.at(3lddaksanakandenganketentuan:

a. apabila tersed.a a'-au idak cukup tersedia dana dalam

APBD unruk =e=e::'.:.: :ia1-a operasional, pemeliharaan,

danlatau !€::iji-:- :"'a:< ilpertrukan terhadap barang

(1)



tender, kecuali untuk barang milik Daerah yang bersifat

khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

c. penunjukan langsung mitra perjanjian Kerja Sama

Pemanfaatan atas barang bersifat khusus sebagaimana

dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang

terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki

bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar

kontribusi tetap selama jangka waktu pengoperasian

yang telah ditetapkan dan pembagian ketentuan. hasil

kerja sarna pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah;

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan d.itetapkan

dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh :

1. Bupati untuk barang milik Daerah berupa tanah

dan/atau bangunan; atau

2. Pengelola Barang milik Daerah untuk barang milik

Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus

mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;

g. dalam KSP barang milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian

keuntungannya dapat berupa bangunan beserta

fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan

perencana€ur tetapi tidak termasuk objek Kerja Sama

Pemanfaatfi;

h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai

bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian

keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling

banyak loo/o (sepuluh persen) dari total penerimaan

kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama

masa Keia Sama Pemanfaatan;

i. banzuna:r ]-ang dibangun dengan biaya sebagian

kontribus: --e--ap da:r pembagian keuntungan dari awal

pen ga c aa::i-.- 1 =e rj : a..lan baran g milik Daerah;



Pemanfaatan; dan

k. jangka waktu kerja sarna

(tiga puluh) tahun sejak

dapat diperPanjang.

semua biaya persiapan kerja sama pemanfaatan yang

terjadi setelah ditetapkannya mitra kerja salna pemanfaatan

dan biaya pelaksanaan kerja sama pemanfaatan menjadi

beban mitra kerja sama pemanfaatan'

Ketentuan mengenai jangka wakhr Kerja Sama

pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k

tidak berlakq dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas

barang milik Daerah untuk penyediaan infrastrulrlur

berupa:

a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut,

sungai dan/atau danau, bandar udara dan/atau

terminal;

infrastruktur sumber daya air meliputi saluran

pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;

infrastruktur air minum meliputi bangunan

pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan

distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;

infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air

limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama'

dan/atau sarana persampahan yang meliputi

pengangkut dan/atau tempat pembuangan;

infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan

telekomunikasi;

infrastrukflrr ketenagalistrikan meliputi pembangkit,

transmisi, distribusi dan I atau instalasi tenaga listrik;

dan

g. infrastruktur minYak.

Jangka wakhr Kerja sama Pemanfaatan atas Barang Milik

Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun

sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang'

Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang

Mitik Daerah untuk penyediaan infrastrulrtur sebagaimana

ri*^I-o,rzl nor{a arrat (?l herhennrk Badan USaha Milik ,L

pemanfaatan Paling lama 30

perjanjian ditandatangani dan

(21

(3)

b.

d.

e.

(41

(s)



(6)

Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat

ditetapkan pafing tinggr sebesar 70% (tujuh puluh persen)

dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurl.f e.

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai

Peraturan perundan g-undangan.

Bagian Keenam

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 32

BangUn Guna Serah atau Bangun Serah Guna barang milik

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hunrf d,

dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas

bagr penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk

kepentingan pelayanan umum dalam rangka

penyelenggaraan hrgas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana ea-2-

APBD unttrk penyediaan bangunan dan fasifitz.s iers€: *:.

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna barane - j'rk

Daer-ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di'laksanakan

oleh Pengelola Barang mitik Daerah setelah mendapat

persetujuan BuPati.

Pasal 33

Bupati menetapkan status penggunaan barang milik

Daerah sebagai hasil dari pelaksallaan Bangun Guna Serah

atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam

pasal 32 ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 34

Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun serah

Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak pedanjian

ditandatangani.

Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun serah

Guna dilaksanakan melalui Tender.

(1)

(21

(1)

(2)

(3) Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang



(s)

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum

Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah

ditetapkan;

b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau

Bangun Serah Guna: dan

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau

memindahtangankan:

1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau

Bangun Serah Guna;

2. hasil-Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan

tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau

3. hasil Bangun Serah Guna.

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna

Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah

Daerah paling sedikit 1O% (sepuluh persen).

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-

kurangnya memuat :

a. Para Pihak yang terikat dalam pedanjian;

b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Gr--ma;

c. hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Gura.

d. peruntukan Bangun Guna Serah atau Bangun S€lai

Guna;

Datam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna

Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah

Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).

lnn mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna

Serah atau Bangun Serah Guna harus diatasnamakan

Pemerintah Daerah.

Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun

Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya

pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

menjadi beban mitra yang bersangkutan.

(6)

(71

(8)



pada akhir jangka waknr pengoperasian, setelah dilakukan

audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 35

Bangun Serah Guna barang milik Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (S) dilaksanakan dengan

tata cara:

a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek

Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya

pembangunan;

b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada

Bupati ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah;

c. mitra Bangun Serah Guna. dapat mendayagunakan

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf

b sesuai jangka wakhr yang ditetapkan dalam perjanjian;

dan

d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek

Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat

pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya

ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

KerJa Siama Penyediaan Infrastmhur
Pasal 36

(1) Kerjl sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik

Daerah dilaksanakan terhadaP :

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna

Barang; atau

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik

Daerah pada Pengeiola Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang

dengan persetujuan BuPati.

Kerja Sama Penvedaan Infrastrulrlur atas Barang Milik

Daerah pada Pengguna Baralg sebagaimana dimaksud

nada evat (1) hunrf a. ::u:-.:i b. dan huruf c dilalcsanakan

b.

(21

(3)



(1)

(21

Pasal 37

KerjaSamaPenyediaanlnfrastrukflrratasBarangMilik
DaerahdilakukanantaraPemerintahDaerahdanBadan
Usaha.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

badan usaha Yang berbentuk :

a. Perseroan Terbatas;

b. Badan Usaha Milik Negara;

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. KoPerasi.

JangkawaktuKedaSamaPenyediaanlnfrastrukturpaling
lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang'

penetapan mitra Kerja sama Penyediaan Infrastmkrur

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(S)MitraKerjaSamaPenyediaanlnfrastrukturyangtelah
ditetapkan, selama jangka wakhr Kerja Sama Penyediaan

Infrastruktur :

Dilarang menjaminkan, menggadaikan' atau

memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi

objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;

wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan

Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan

Infrastruktur; dan

dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan

sepanjang terdapat kelebihan keuntrrngan yang diperoleh

dari yang ditenhrkan pada saat perjanjian dimulai

{claubackl.
Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas Umum

Daerah.

Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan

keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurlf c

ditetapkan oieh BuPati.

Mitra Kerja Sa-rna Fenvediaan Infrastruktur harus

menyerahkan objek Kela Sarna Penyediaan Infrastrukhx

dan barang hasii I.,e:a Sa=a Penyediaan Infrastruktur

(3)

(4)

b.

d.

(6)

(71



waktu Keqa Sama Penyediaan Infrastmktr.rr sesuai

perjanjian.

(8) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastrukhrr menjadi

Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah

Daerah sesuai Perjanjian.

Bagian KedelaPan

Tender

Pasd 38

Tata cara melakukan Tender adalah :

a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;

b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat

paling sedikit 3 (tisa) peserta calon mitra yang memasukkan

penawaran;

c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang

dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media

massa nasional; dan

d. dalam hal setelah pengumuman ulang:

1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses

dilanjutkan dengan mekanisme tender;

2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan

gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan

mekanisme seleksi langsung; atau

3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan

gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan

mekanisme Penunjukan langsung.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caxa pelaksanaan

Pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB TX

PENGAIIIAI{AN DAN PEMELIIIARAAN

Bagian Kesatu

Pengamaaan

Pasel 40

(1) Pengelola Barang. Pengzuna Barang dan/atau kuasa



(21 Pengamanan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

a. pengamanan Iisik;

b. pengaman€rn administrasi; dan

c. pengamanan hukurn.

Pasal 41

(1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifrkatkan

atas nama Pemerintah Daerah.

(21 Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi

dengan bukti kepemilikan atas narna Pemerintah Daerah.

(3) Barang Milik Daerah selain tanah danlatau bangunan

harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama

Pemerintah Daerah.

Pasal 42

(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan

dengan tertib dan aman.

(21 penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah

dilakukan oleh Pengelola Barang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan

dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 43

Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau

pertanggungan datam rangka pengamanan barang milik Daerah

tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 44

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna

Barang bertanggungiawab atas pemeliharaan Barang Milik

Daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada daftar kebufuhan pemeliharaan Barang

Milik Daerah.

(1)

(2t



i4) Dalam hat barang milik Daerah dilakukan Pemanfaatan

dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung

jawabsepenuhnyadarimitraPemanfaatanBarangMilik

Daerah.

Pasal 45

(1)KuasaPenggunaBarangwajibmembuatDaftarHasil
Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya

dan melaporkan hasil pemeliharaan barang tersebut secara

berkala, selanjutnya Pengguna Barang wajib membuat dan

melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang berada dalam

kewenangannya kepada pengelola barang'

(2lPembantuPengelolamenelitilaporansebagimandimaksud
padaayat(1)danmenJrusundaftarhasilpemeliharaan
barang yang dilalmkan dalam 1 (sahr) tahun anggaran

sebagai Lampiran perhitungan anggarar tahun yang

bersangkutan serta bahan untuk melakukan evaluasi

mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik Daerah.

BAB X

PENILITIAN

Pasal 46

penilaian barang milik Daerah dikecualikan untuk:

a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah'

PenetapannilaibarangmilikDaerahdalamrangka
pen]rusunanneracapemerintahDaerahdilakukandengan

berpedoman pada standar Akuntansi Pernerintahan (sAP)'

Biayayangdiperlukandalamrangkapenilaianbarangmilik
Daerah dibebankan Pada APBD'

Pasal 47

(1) Penilaian barang milik Daerah

bangunan dalam rangka

(1)

(21

(3)

berupa tanah dan/atau

pemanfaatan atau

pemindahtanganan dilakukan oleh :

a. Penilai Pemerintah; atau

b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati'

(21 Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)dilaksanakanuntr.lkmendapatkannilaiwajar
?an 1rc n nerr rnrlans-rrndans 

"n. 
tL



Pasal 48

(1) Penilaian barang milik Daerah selain tanah dan/atau

bangunan datam rangka pemanfaatan atau

pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan

oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan

Bupati.
penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar

sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilalmkan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai,

maka hasil Penilaian Barang Milik Daerah hanya

merupakan nilai taksiran.

Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (21ditetapkan oleh Bupati'

Pasal 49

Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melalmkan penilaian

kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik

Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah

Daerah.

Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang

milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentrran

pemerintah yang berlaku secara nasional.

Pasal 5O

Ketenfiran lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur

dengan Peraturan BuPati.

BAB XI
ffi

Prsel 51

(U Barang milik llaerah yang tidak diperlukan bag

penyelengaraan tr€as pemerintahan Daerah dapat

dipindahtangaokan-

(21 Benhrk pemindahtauggnan barang milik Daeratr meliputi:

a. penjualan;

b. fukar menukar;

a. hibah; atau

(2)

(3)

(4)

(1)

(21



Pasd 52

Tata cara pemindahtanganan barang milik Daerah dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

BAB XII
PEMUSNATIAN

Pasal 53

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah

mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik Daerah

pada Pengguna Barang.

(21 Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah

mendapat persetujuan Bupati, untuk barang milik Daerah

pada Pengelola Barang.

(3) pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (21 dituangkan dalam berita acara dan

dilaporkan kePada BuPati.

Pasal 54

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

dibakar;

dihancurkan;

ditimbun;

ditenggelamkan; atau

cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XIII
PENGI{APUSAN

Pasd 55

(1) Penghapusan barang milik Daerah meliputi:

a. penghapusan dari Da,ftar Barang Pengguna dan/atau

Daftar Barang Kuasa Pengguna;

b. penghapusan dari Daftar Bara:rs Pengelola; dan

c. penghapusan dari Darta: tsa-rang N{ilik Daerah.

(21 Ketentuan lebih lanju: =e::83::=i rata cara pelaksanaan

Penghapusan sebaga::a:-a :-:-aisud pada ayat (1)

dilakukan sesuai ke:.::: , -- :€:atll'ran perundang-

a.

b.

c.

d.

e.

undanga". n/-



BAB:(rV

PENATAUSAIIAAI{

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 56

(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan

pencatatan barang milik Daerah yang berada di bawah

penguasaannya ke datam Daftar Barang Pengelola menurut

penggolongan dan kodefikasi barang'

(21 Pengguna Barangf Kuasa Pengguna Barang harus

melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik

DaerahyangstatuspenggunaannyaberadapadaPengguna

Barang/I(rrasaPenggunaBarangkedalamDaftarBarang

Pengguna lDafttcr Barang 
' Kuasa Pengguna menurut

penggolongan dan kodelikasi barang'

Pasal 57

(1) Pengelola Barang menghimpun daftar barang

Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 aYat (2)'

(21 Pengelola Barang men5^lsun daftar barang milik Daerah

berdasarkan himpunan daftar bara,g pengguna ldaftar

barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan daJtar barang Pengelola menur:ut penggolongan dan

kodefikasi barang'

(3)DalamdaftarbarangmilikDaerahsebagaimanadimaksud
pada ayat (21 termasuk barang milik Daerah yang

dimanfaatkan oleh Pihak lain'

B6gi.n Kedua

iurreatarirnsi
Prrrf 5a

PenggunaBarangmelakrrkaninventarisasibaran8milik
DaeratrpalingSedikitl(satulkelidalams(lima)tahun.
DalamhalbarangrnilikDaerahsebagaimanadimaksud
pad.a ayat {U benrpa persediaan dan konstrr:ksi dalam

pengedaarr,inventarisasirlitnlnllranolehPenggunaBarang

setiaP tahun'
(3'l Pengguna Barang

(1)

(2\

rncrfraryafuan laPoran hasil



setelah seiesa-inva Inventarisasr.

Pasal 59

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik Daerah

berupa tanah danlatau bangunan yang berada dalam

penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagtan Ketiga

PelaPoran

Pasal 6O

(1) Kuasa Pengguna Barang harls menJrusun laporan barang

Kuasa Pengguna semesteran dan lapora:r barang Kuasa

pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna

Barang.

(2) pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa

Pengguna semesteran dan Tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan

barang Pengguna semesteran dan tahunan.

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk men]rusun neraca

Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengelola

barang' 
Pasal 61

(u Pengelola Barang harus menyusun laporan barang

Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola

tahunan.

(21 Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang

Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna

tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O ayat (2)

serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud

pada a1'at (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang

milik Daerah.

(3) l.aporan barang milik Daerah sebagairnana dimaksud pada

a1-a: t2l cgr.t:1akan sebagai bahan untuk menyusun neraca

Pe=e:::-;:: lae:al.
Pesal 62

Keter.:;a:- -:::: i:--*: =-:::ge::ai 12ta cara pembukuan,

inve:--a:-sa-<: :a: lr- :lr--j: :"i:ejig =j-Ijk Daerah diatur dengan

rr^* - -- - =- ---- - !y'-



BAB ](l/
PEITGAWASAT{ DAI{ PEITGEI{DALIAII

Pasal 63

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik Daerah

dilakukan oleh:

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban;

dan/atau

b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 64

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban

terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,

penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamandn barang

milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya.

(21 Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat Daerah

dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang .

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat

meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk
melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan

penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2).

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang

menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 65

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi

atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan

pe mindah-raiqallan barang milik Daerah, dalam rangka

penefiriban pengguman, pemanfaatan, dan

pcunUamgEnqn barang rnilik Daerah sesuai dengag

Mrmpcreran@.
(21 M dm inr*iga.d sebagaimana dimaksud pada

ayd (fl d4r'shrt'tLr$rti deh kngelola Barang dengan

ffiiho- pf F3lrrrranr inffn pemerintatr untuk
rnd.ffin1}&oda}sanaanPenggunaam,
pcm*,h - - hgumbarangrnilik Daeratr.



ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IrIII

PEITGEIPLI\AIT BARANG MILIK DAERAII PAI)A PERANGI(AT

DAERAH YANG MEITGGUNAI(Ail PoLA PENGELoI,IUUI

I(EUAT{GAN BADN{ LAYAIVAII I'MUM DAERATI

Pasal 66

(1) Barang milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan

umum Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak

dipisahkan untrrk menyelenggarakan kegiatan Badan

Layanan Umum Daerah yang bersangkutan'

tzl Pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (u mempedomani ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Miuk

Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau

dimanfaatkan sepenuhnya unhrk menyelenggarakan

kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi

Badan Layanan Umum Daerah mempedomani ketentuan

perahrran pemndang-undangan mengenai Badan l.a1'anan

Umum Daerah.

BAB XTNI

BARAITG MILIK DAIRAII BERI'PA RI'MATI NEGARA

Pasal 67

(1) Rumah Negara merupakan barang miiik daerah yang

diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan

sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan trrgas

pejabat negara dan/atau Aparatur Sipil Negara yang

bersangkutan.

(21 Bupati menetapkan status penggolongan Rumah Negara.

(3) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat {21

sesuai peraturan pemndang-urra^rrgr.r. fL



BAB ]NIIII
GANTI RUGI DAlt SAITKSI

Pasal 68

(1) Setiap kemgian Daeratr akibat kelalaian,

penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan

barang milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti

rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(21 Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentrran peraturan pemnd.ang-

undangan

BAB Xf,tr

I{ TENTUAIT LIUI$-LIUil

Pasal 69

Pejaht atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan

Barang Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan

Daeratr dapat diberikan insentif.

Pejabat atau pegawai selaku Pengurtrs Barang dalam

melaksernakam tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan

yang disesuaikan dengan kemampuan

truangan Daerah.

Keteatrran lebih lanjut mengenai pemberian insentif
dnn/atau trrnjengem kepada Pejabat atau pegawai yang

rnCalrsannknn pengelolaan Barang Milik Daerah
gcUggimana rlimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dFrtrn kr&trrran hrpati.

EAB:U(

GTITTT'AX PERALIIIAN

hrel 70

h rf Rrmrrm tlaerah ini mulai berlaku:

e- h Bffimg Milik Daerah yang telah terjadi dan

k --t Fo persetqiuan Pejabat yang berwenang,

ryfi ffi menerbitkan perset{uan terhadap

(1)

(2\

(Jt



ketennrat Fengelola Barang menyamDaikan permohonan

persetujuarl Untuk sisa walrhr Pemanfaatan sesuai

dengan.perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan :

usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik

Daerah; dan

laporan hasil audit aparat pengawasan intern

Pemerintah.

b. Tukar menukar Barang Milik Daerah yang telah

dilaksanakan tanpa persetujuan Pejabat berwenang dan

barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilaljutkan

dengan serah terima Barang Milik Daerah dengan aset

pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra TUkar

Menukar dengan ketentuan :

1. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti

paling kurang sama dengan nilai Barang Milik Daerah

yang dipertukarkan; dan

2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung

jawab penuh atas pelaksanaan tukar menukar

tersebut.

Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas

Barang Milik Daerah yang telah diserahterimakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan

permohonan dari Pengelola Barang.

segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan

pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a serta

pelaksanaan Tukar \{enukar sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) huruf c sece:i'.i-hnva men-iadi tanggung jawab para

pihak da-Ia:r: Per-a::-'a-ij: a:au Tukar Menukar tersebut' trL

1.

2.

(21

(3)



Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan

pengarrggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan,

Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang

telah mendapatkan persetujuan danlatau penetapan dari

pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses

penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan

peraturan pemndang-undangan sebelum Peraturan

Daerah ini berlaku;

b. Seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang

belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari

pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan

berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan

c. Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum

Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku,

dinyatakan berlaku dengan ketenhran wajib disesuaikan

dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun

terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB )ffi
I(ETEITTUAil PEITUTUP

Pasal72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah

Kabupaten N{a:rggarai Timur Nomor 3 Tahun 20ll tentang

Pengelolaan Bara::g \f ili.k Daerah {Lembaran Daerah

Kabupaten \{a-nga-a: l:='; l=::'::: 201 I Nomor 3,

Tambahan Lr=:a:a:- I =:-- -. i-= - - = 
='. --. l'1a::qea-rai Timur

Nomor 55) dicanu: c.a: :::.,'-----j-i-:. ::-'- :.:--':^. 9L



Pasel 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur. ,L

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 22 Juni 2OLg

Diundangkan di Borong

DAERATI I(ABI'PATEN MAIYGGARAI TIMUR, Z'

JAIIANG FAITSI ALDUS

LEMBARAIT DAERATI I(ABI'PATEN MAIYGGARAI TIUI'R
TA}IUN 2018 NOMOR 2

ITORDC PERATURAIT DATRAII ITABT'PATEI{ MAITGGARAI
TIMUR, PROVINSI IIUSA TENGG}ARA TIMT R : IIOMOR 2,
NOMOR 02 lT[t{t N 2018

22 Juni 2Ol8



PE:IJTI,ASAIT

ATAS

PERATI'RAil DAERAII I(ABT'PATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR 2 TATN'N 2018

TENTAI{G

PENGELOI,AAI{ BARANG MILIK DAERA}I

UMT'M

Dalamrangkamenjaminterlaksananyatertibadministrasidantertib

pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi

dan langkah secara integratif dan menyeluruh dari unsur-unsur yang

terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah'

Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat halas dikelola

o",u* baik dan benar, sehingga mampu mewujudkan pengelolaan barang

yang memenuhi asas-asas pengelolaan barang yaitu fungsional' kepastian

hukum,transparansi,efisien,akuntabeldankepastiannilai.
Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (BMN/BMD)

merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan efektifrtas dan

akuntabilitasnya. Per-ubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Talrlruin

2Ol4 menandai perhatian Pemerintah pada kerangka pengelolaan Barang

Milik Negara/Barang Milik Daerah yang komprehensif' Dengan adanya

perubahan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara

Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam mengelola BMN/BMD yang

lebih baik, tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan BMN/BMD

secara lebih spesifik sudah dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

Nom'r 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD, di mana diatur

berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan, pengang8aran'

pengaclaan, pemeliharaan, pengendalian' dan pertanggungiawaban

terhadap BMN/BMD. Banyak hal yang menjadi latar belakan perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006' salah satunya yaitu masih

banyaknya hasil aud-it ternu.a1r Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang

berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

yang berdampak oaCa c!-r* auCt I'allg diterbitkan' Temuan-temuan itu

khususnya ],axg be:kp'-;:: :::gan serti-{ikasi BMN/BMD, BMN/BMD dalam

sengketa, BU\ B\{l :::-ajlg atau rusak berat' BMN/BMD yang

dimanfaatkan ole:: :::'': --:j:. :a: p€nlusutan BMN/BMD'
l-o-oifat orlrniniqfr;rtif



II.

Nomor 6 Tahun 2006. Saat ini, Pemerintah sedang menggalakkan

pembangunan infrastrukful melalui kerja salna Pemerintah dan Swasta'

dan DJKN sudah mencoba menampung kebutuhan dari pengelola

infrastrukhrr di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20L4 '

sehingga Pengguna Barang yang bergerak di bidang infrastruktr:r dapat

lebih dinamis dan agresif memanfaatkan BMN/BMD dalar+ kaitannya

dengan pembangUnan infrastruktur. Sebagai contoh, jangka waktu sewa

dan jangka waktu Kerja sama Pemanfaatan (KSP) yang lebih panjang dapat

menjadi appetite (daya pikat) bagi investor untuk melaksanakan kegiatan

pembangunan infrastmktur dengan memanfaatkan BMN' Prinsip tertib

administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik (3T) selalu menjadi tugas besar

Kementerian/kmbaga untuk memastikan agar dapat dijalankan dengan

baik. Peningkatan kapasitas sDM dan infrastruktur agar malnpu

menopang pengelolaan BMN yang lebih modern daJI lT-based adalah salah

satu hal yang diharapkan dari perubahan ini'

Dengan berlakunya undang-undang 23 Tahun 2ol4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah' Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ot4 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah dan Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor L9 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pemerintah

Daerah Kabupaten Manggarai Timur perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah' Berdasarkan pertimbangan

tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas.

Pasal 2

Yang dimaksudkan dengan " Asas Fungsional " adalah Pengambilan

keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan

barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna

barang milik daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab

masing-masing.

Yang dimaksudkan dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah

pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan



Yangdimaksudkandengan.AsasTransparandanketerbukaatl,
adalahpenyelenggaraalrpengelolaanbarangmilikdaera}rharus
transparandanmembukadiriterhad.aphakdanperanserta
masyarakatdalammemperolehinformasiyangbenardan
keilnrtsertaannyadalammengalnankanbarangmilikdaerah.
yang dimaksudkan dengan "Asas efisiensi" adalah penggunaan

barang milik daerah diarahkan sesuai batasan-batasan standar

kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraarl

tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal'

Yang dimaksudkan dengan oAsas Akuntabilitas" adalah setiap

kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat

dipertanggungiawabkankepadarakyatsebagaipemegangkedaulatan

tertinggi negara'

Yangdimaksudkandengan.AsasKepastianNilai"adalah
pendayagunaanbarangmilikdaerahharusdidukungadanyaakurasi
jumlah dan nominal barang milik daerah' Kepastian nilai mempakan

salah satrr dasar dalam penyusunan neraca pemerintah dan

pemindahtanganan barang milik daerah'

Pasal 3

CukuP jelas.

Pasal 4

CukuP jelas.

Fasal 5

CukuP jelas.

Pasal 6

CukuP jelas.

Pasal 7

CukuP jelas'

Pasal 8

CukuP jelas'

Pasal 9

CulmP jelas.

Pasal 10

CukuP jelas.

Pasal 11

CukuP jelas.

Pasal 12



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Culmp jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasatr 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal 23

Culmp jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal2T

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Culnrp jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 32

CukuP jelas.

Pasal 33

CukuP jelas.

Pasal 34

CulmP jelas.

Pasal 35

CukuP jelas.

Pasal 36

CulmP jelas.

Pasal 37

CukuP je1as.

Pasal 38

CukuP jelas.

Pasal 39

CukuP jelas-

Pasal 4O

CulmP jelas.

Pasal 41

CukuP jelas.

Pasal 42

CukuP jelas.

Pasal 43

CukuP jelas.

Pasal 44

CulmP jelas.

Pasal 45

CukuP jelas'

Pasal 46

CukuP jelas'

Pasal 47

CukuP jelas'

Pasal 48

CukuP je-as

Pasal 49

CukuP -'e-'s

Pasal 50



il
51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Culmp jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cuhrp jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukrrp jelas.

Pasal 6O

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69



n
Ctkup jehs.

Cukup jelas.

72
';:q

Pasal 73

Cukup jelas.

TATIBNIAIT LEMBARAN DAERATI I(ABUPATEN MAI{GGARAI TIMUR NOMOR
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